PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUST
PENGENDAL TAN BEMANFARTAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WSLIKOTA PAaLEMBANG

Menimbang : a.bahwa bagi Kota palembang yang sebagian besar wilayah-
nya terdiri dari rawa, diparlukan suatu pola pangsnda—
lian dan pamantaatannya, sshingga dapat berfungsi
sebagai daerah Lampungan air yang merupakan salah salu
sistem pengendalian banjir daerah perkotaan;

b.bahwa pengendalian dan pemanfaatan rawa dimaksud
dilakukan bardasarkan asaz kemanfaaban umum, keseim—
bangan dan kelestarian untuk melindungi dan mepgaman—
kan Tungsi dan manfaal rawa yang bertujuan mancapai
kescjahteraan masyarakat;

c.bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakukan
pengaturan mengenai pembinaan dan retribusi dalam
rangka pengandalian dan pemanfaatan rawa dimaksud,
dengan Paraturan Daerah Kota palembang.

Mangingatl @ 1 .Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 teatang Pambentukan
Daerah Tingkat T1 dan Kotapraja di Sumatera selatan
(Lembaran Negara RT Tahun 1959 Naomor 73, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 1913}

2 Undang—undang Homor 5 Tahun 1960 btantang Peraturan
pasar Pokok-Pokok aAgraria (Lambaran Negara Rl Tahun
1950 Nomor 104, Tambahan Lembaran Hegara Nomor 2043).

3.Undang-undang Hamor 1l Tahun 1574 tentang Pangairan
(Lembaran Megara RI Tahun 1974 Nomor &5, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3046).

4 .Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acars
Pidans (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3209).

5_Undang-undang Nemor 5 Tahun 1550 tentang Konservasi
sumber Daya &lam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
MNegara RI Tahun 1990 Nowmor 49, Tambshan Lembaran
Negara Homor 3419).

& .Undang-undang Homor 23 Tahun 1997 tsnbtang Pengslolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

7 .Undang—undang Nomor 22 Tahun 199% t=ntang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara RI Tahun 199% Nomor 60, Tamba—
han Lembaran Megara Nomor 3839).

8.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Parubahan Undang-undang Nemor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan fetribusi Paerah (Lembaran
Megara RI Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 4048).

9 _peraluran Pemerintah Nomor 2Z Tahun 1982 tentang Tata
Pangaturan Air (Lembaran Negara RI_ Tahun 1982 Nomor
37, Tambahan Lembaran Nsgara Romor 3225).

10.Peraturan Pemerinkah Homor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Megara RI Tahun 1991 Nomor 35)-



Menetapkan
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i1.Peraturan Pemerintah Nomar 25 Tahun 2000 tentang

Kewanangan Pamerintah dan Kewenangan Pemerintah Pro-
pinsi sebagai Dasrah Otonom (Lembaran Negara RI Tshun
20006 Nomor 54, Tambahan Lambaran Negara MNomor 3848).

12.Paraturan Pemerintah Nomor && Tahun 2001 taentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

13.Kepulbusanh Presiden Republik Indonssia Nomor 32 Tahun

1990 tantang Pengelolaan Kawasan Lindung.

14.Keputusan Presiden Republik Indonssia Nomer 55 Tahun

1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem—
bangunan Untuk Kepaplingan Umum.

15.Kkeputusan Presiden Republik Indonssia Nomor 44 Tahun

1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Parundang-=
undangan dan Hentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Paraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

16.Peraturan Dasrah HKota Palembang Homor 8 Tahun 2000

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang-

17.Paraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pamerintah Kota Palembang.

18.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001

tuntang Pembentukan, Ksdudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

19.Keputusan Dawan Perwakilan Rakyal Dasrah Kota Palem-

bang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pérsetqjuan'tarhadap
Rancangan Peraturan Dasrah Kota Palembang tentang
Pambinaan dan Retribusi Pengsnpdalian PemanfTaalan Rawa.

Dengan Parsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBEANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAFRAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBLINAAN O&N
RETRIBUST PENGENDALIAN FEMANFAATAN RAWA.

 BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |1

Dalam Paraburan Dasrah ini yang dimaksud dengan :

1. bBaerah adalah Kota Palembang.

2. Pemarintah Daarah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
fkaekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil wWalikola FPalsmbang

5. Instansi Teknis adalah Dinas Permukiman dan Pra-
sarana Wilayah Kota Palembang.

6. Rawa Konservasi adalah lashan genangan air sSecara
alamiah yang tergenang terus menerus atau musiman
akibat drainzss zlamizh yang terhambat serta mem-
punyal eiri-eiri khusus sscara phisik, kimiawi dan
biclogis.

7. Konservasi Rawa adalah pengelolaan rawa sebagai
sunbar air yang berdasarkan pertimbangan teknis,
sosial skonomis dan lingkungan bertujuan menjamin
dan menelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai
sumbar air dan tampungan air pengendalian banjir.

5. Reklamasi Rawa adalah ypaya meningkatkan fungsi dan
pemanfaatan rawa untuk kapentingan masyarakat luas.

9. Bidang banah adalah bagian permukaan bumi yang
marupakan satuvan bidang yang terbatas.
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Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, peRseroan
lainnya. badan wusaha wilik nesgara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persckutuan, perkum-
pulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau orga—
nisasi yang sajenis, lembaga, dana pernsiun, bentuk
uszaha tetap serta badan usaha lainnya.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas Jasa tsarhadap penbsrian izin reklamssi rawa
vang khusus disediakan dam atau diberikan aleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau
badan.

Retribusi Perizipan Tertentu adalah retribusi atas
kegiatan tertentu Pamerintah Daerah dalam rangka
pembarian icin kepada orang atau badan yang dimak-
sudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan reklamasi rawa dalam
Dasrah.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan vang
menurul peraturah perundang-undangan rebribusi
berkswajiban untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau penotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adalah sualu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan Jasa perizinan tertentu dari
Pemarinlah Dasrah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah vang
selanjutnya disingkat SPJORD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi dan wajib retribusi sabagai
dasar penghitungan dan pembayaran relribusi yang
Lterutang menurut peraturan parundang-undangan
retribusi daerah.

Surat HKetetapan Retribusi Daerah yang selanjulnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang manentu-
kan basarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan vyang sslanjubtnya disingkat SKRDKBT adalah
surabk kesputusan yvang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat KetelLapan Relbribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjulnya disingkal SKEDLB adalah surat keputusan
vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran rebri-
busi karena kredit relribusi lebih besar dari
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang-

Sural. Tagihan Ratribusi Daerah yang =s=lanjutnya
di=ingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau saksi admninistrasi berupa bunga
Gan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepuitusan
atas kebaratan Lerhadap SKRD abau dokumsn lain yang
diparsamakan, SKRDKBT dan SKRDLEB vang diajukan oleh
wajib retribusi.

Pameriksasn adslah serangkaian kegiatan wuntuk
mncari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau
keterangan lainnvya dalam rangka pengawasan ke
patuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berda-
sarkan peraturan perundang-undangan retribusi
Lraerah.

Penyidikan Lindak pidana dibidang retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pagawail Nagari Sipil yang selanjutnys
di=sbul Panyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukty itu membluat terang tindak
pidana di bidang retribusi Daarah yang terjadi
serla mansnukan tersangka.
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BAg II

ASAS DAN TUJUAN
A S as
Pasal Z

Penyelenggaraan psmbinaan pengendalian dan pemanfaatan
rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum,

keszimbangan dan keleustarian untuk melindungi dan
mengainankan fungsi dan manfaalt rawa.

Tuiuan
Pasal 3

Penyalengaaraan peambinaan pengendalian dan pemanfaatan
rawa bertujuan unbuk mencapai berwujudnya kesejahte-
raan masyarakat, dilakukan dengan panyiapan sarana dan
prasarana yang diperuntukkan bagi kepsriuan pgruntukan
penggunaan  tanah permukiman, partanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, kehutanan, industri, per—
hubungan dan pariwisata.

BAB IIL
PEMATHAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA
pambinaan Pengendalian Rawa
Pasal 4

(1) Dalam rangka mempertahankan dan melindungi ekosis-
tem rawa sebagai sumber dap pEnampungan air serta
guna meningkatkan fungsi dan manfaatnya, p=rlu
dilakukan pembinaan pengendalian Lerhadap rawa
tersebut agar tidak terjadi perubahan paruntukan
dan fungsinya secara mudah.

(2) palam rangka pembinaan pengendalian rawa tersebul,
maks Pemerintah Daerah wajib melakukan konservasi
rawa dan menetapkan wilayah penyangga air pada
wilayah tarlsntu, sesuai dengan katantuan yang
diatur dalam RTRW.

[3) Luas, lokasi dan Jumlah wilayah-wilayah tertentu
dalam Dasrah yang ditetapkan sebagai wilayah
konservasi rawa dan wilayah penyangga air diatur
dengan Xeputusan Kepala Daerah.

(4) Rawa yang telah ditetapkan sebagai rawa konservasi
dilarang untuk dialihkan fungsi dan atau paruntu-
kannya ke paruntukan lainnya, tanpa seizin Kepala
Daarah.

pembinzan Pemanfaatan Rawa
Pasal S

(1) Setiap pembinaan pemanfaatan rawa harus dilakukan
cecara seimbang baik untuk kep=rluan konservasi,
wilayah penyangga maupun wilayah yang akan diman—
faatkan.

(2) Pembinaan pemanfaatan rawa harus didahului dengah
penetapan wilayah pelestarian, wilayah konsarvasi,
wilayah penyangga dan wilayah pemanfaatan rawa.
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(3) Pembinaan pemanfaatan rawa bertujuan untuk menca-
pai terwujudnya kasajahteraan masyarakat dilakukan
melalui penyiapan sarana dan prasarans yang dipar—
untukkan bagi keperluan peruntukan panggunaan
tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perika-
nan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan
dan pariwisata.

(4) Pangambilan dan penggunaan air dari wilayah kon—
sorvasi dan wilayah penyangga air untuk kaparluan
pokak kehidupan =ahari=-hari dapat dilakukan tanpa
izin.

(5) Pembinzan pemanfaslan rawa dan pengambilan air
dari wilayah konservasi dan wilayah penyangga air
selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat
(3) dan ayat (4) pasal ini, yang bersifat komer—
=ial hanya dapat dilakukan dengan seizin Kepala
Caerah.

Baf IV
PELESTARIAN, KONSERVASI DAN REKLAMAST RAWA
Pelestarian Rawa
Pazal &

Sehagal upaya pelestarian rawa, Kepala Daesrah menstap—
kan daerah rawa konservasi tertentu yang dilindungi
dan dipsrtahankan keberadaannya.

Konservasi Rawa
Pasal 7

Wilayah konservasi dan wilayah penyangga air dalam
Daerah ditujukan Untuk mempertahankan dan melindungi
ekosistem rawa ssbagai sumber dan tampungan air serta
m=ningkackan fungsi dan manfaatnya dengan memperhati-
kan =

a. kKemampuan meningkatkan fungsi rawa secbagai sumber
air, tampungan air dan sistem pengendali panjir;

o. kelestarian rawa sebagai bagian dari kelestarian
lingkungan hidup;

c. kemampuan meningkatkan parkonomian masyarakat.

Reklamasi Rawa
Pazal B

(1) Raklamasi rawa dapat dilaksanakan olsh Pama-
rintah Dasrah dan atau Pemerintah Daerzah bakerja
sama dengan Instansi atau pihak swasta.

(2) Pengaburan pelaksanaan kerjasama dalam rangka
reklanasi rawa sebagaimana dimaksud ayatl (1) pasal
ini dituangkan dalam bentuk perjanjian karja sama.

(2) Reklamasi rawa yang bersifat komersial dapat di—
iaksanakan oleh pihak swasla dengan memngedonani
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
barlaku.
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(4) Reklamasi rawa untuk Keperluan yang bersifat non
komersial dapat dilaksanakan glaly badan =sosizl,
masyarakat dan angaota masyarakat dengan men-—
padamani ketentuan peraturan parundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 9

Reklamasi rawa dapat dilakukan dengan cara mengering-
kan, meaimbun dan atau mengalih fungsikan perun—
bukannya, dengan mnemperhatikan fungsi rawa sebagai
daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.

Pasal 10

{1) Reklamasi raws dapat dilakukan ssluruhnys pada
arcal rawa dengan luas dibawah 1000 m2Z.

{2) Reklamasi rawa hanya dapal dilakukan untuk aresal
paling luas 50 % (lima puluh persen) dari seluruh
luas rawa 1.000 m2 atau lebih.

(3) Reklamasi rawa Sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) pasal ipi, diatur dangan ketentuan
sebagai berikut :

a. Rawa yang bolsh dikeringkan, ditimbun dan atau
dialilh Fungsikan peruntukannya adalah rawa yang
paradas diluar dasrah milik jalan (DMJ)-

b. Penimbunan rawa dapat dilakukan dengan keting-
gian maksimum sSampai batas bebas banjir dise-
suaikan dengan lokasi sslempat.

c. Paruntukan penggunaan tanah pada lokasi bskas
rawa, lebih lanjut berpedoman pada Peraturan
Daerah yang mengatur tentang tata ruang, izin
mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggu-
naan tanah.

{4) pengecuslian terhadap ketantuan sebagaimana dimak-
sud ayat (2) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan
hanya atas izin Kepala Daerahb.

{5) Bentuk dan jenis bangunan yang dapal didirikan
diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi
bertiang, berdasarkan ketentuan peraturan per—
undang-undangan yang berlaku.

Pasal i

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan
paarah ini, tidak berlaku terhadap pelaksanaan pem—
bangunan untuk kepenkingan umum yang dilakukan oleh
Pemarintah dan atau Pemerintah Dasrah.

BAR V
PERIZTIHAN
Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang akan mengeringkan,
menimbun dan atau mengalih fungsikan paruntukan
rawa harus dengan seizin dari Kepala Daerah.
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(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayal
(1) pasal inpi, Pemohon terlebih dahulu harus
mengajukan surat permohonan tertulis kapada Kepala
Daerah melalui Instansi Teknis dengan persyaraban
sebagal berikut :

a. memiliki rencana reklamasi rawa yang telah
mendapat pengesahan dari Instansi Teknis.

b. me=lampirkan photo copy buklLi penguasaan tanah
yang disahkan oleh pejabat berwenang.

{3) Prosadur dan tata cara wuntuk mendapatkan izin
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dasrah.

BAB VI
KERJASAMA PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA
Pasal 13

Rawa vyang bsrada didaerah perbatasan antara Kota
Palembang dengan Kabupaten yang berbatasan, pengenda-
lian dan psmanfaatannya akan diatur dalam bentuk kerja
sama antar Baerah.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 14

1) Pengawasan terhadap pengendalian dan pemanlaatban
rawa dalam Dasrah dilakudkan oleh masyarakat dan
Kaepala Paerah.

{2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, dilakukan terhadap pangeringan, penimbunan,
pengalihan fungsi peruntukan, pandirian bangunan
diatas rawa dan penggunaan lahkan rawa untuk
fungsi lainnya.

BAE VIII
KETENTUAN RETRIBUST
Pasal 15

(1) Untuk setiap pemberian izin reklamasi rawa dikena-
kan retribusi.

(?) Resarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, ditetapkan sabagai berikut :

a. Reklamasi rawa dibawah 1000 m2 :

- Jarak 0 s/d. 100 m dari Daerah Milik Jalan
{ODMI) sebesar Rp.20.000.- per meter parseygi.

- Jarak diatas 100 m dari Daerah Milik Jalan
(DMJ) <=ebesar Rp.1.000.- per mneler persegi.

b. Reklamasi rawa 1.000 m2 atau lebih :

- Luas rawa 1.000 m2 s/d. 5.000 m2Z sebssar
Rp.l1.000,.-par-meter parsegi.

~ Luas rawa 5.001 m2 s/d. 10.000 m2 sebssar
Rp.l1.500.- per-meter persegi.

- Luas rawa 10.001 m2 atau lebih sebesar
Rp.2.000.- per-meter perssgi.
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HAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

Pasal 17

Saat retribusi tertutang adalah pada saat dilterbitkan
SKRD atau dokumen lain yang diperzamakan.

(1)

)

(3)

(1)

(1)
(2)

(1}

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 18

Wajib retribusi harus mengisi SPJORD.

SPDORD sebagaiamana dimaksud ayat (1) pasal ini,
harus diisi dengan jelas, bsnar dan lengkap serta
ditandatangani olsh Wajib Retribusi atay kuasanya.
Bentuk, is=i serta tata cara pengisian dan
panyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dasrah,

BAB XI
PENETAPAN RETRTRUSI
Pasal 19

Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 1B Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribu=-
si terutang dengan menerbitkan SKRD atal dokKumen
lain vang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemu-
kan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKET.
Banluk, isi dan Ltala cara penerbilan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimak—
sud ayal (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud ayat (2} pasal ini, ditetapkan “dengan
oleh Kepala Paarah.

BAB XIT
TaTA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dip=rsamakan dan SKRDKEBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

Pembayaran rabribusi yang tsrutang harus dilunasi
sakaligus.

Tata cara pembayaran, peEnNyeLoTran, tempat
pembayaran retribusi dialur dan ditetapkan olsh
Kaepala Daerah.

BAR XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

Pangsluaran surat Leguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
paznagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 {tujuh)
hari sejak jatuh Lempo pembayaran.
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palam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat taguran/peringatan/surat lain yang saejenis,
wajib retribusi harus wmelunasi retribusinys yang
terutang.

Surat tasguran ssebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, dikaluarkan olseh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 23

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada

Kepala Dasrah atau pejabat vang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang diparsamakan, SKROKBT dan
SKRDLA.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Trdonesia dengan disartai alasan-alasan yang
jelas.

Datam hal Wajid Retribusi mengajukan kebaratan
atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketstapan retri-
busi terssbut.

Rebaratan harus diajukan dalam jangka waktu paling
iama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen
lain yang diparsamakan, SKRDKBT dan SKROLB diter—
bitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu
dapat mangjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai-
mana dimaksud avat (2) dan (3) pasal ini tidak
cdianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajukan keberatan tidak menunda kswajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal 24

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diteri-
ma harus memberikan keputusan atas kebsratan yang
diajukan.

Keputusan Kepala Daerah akas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sshagian, menolak
atau menambah besarnya retribusi yang terultang.
apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, telah lewat dan HKepala Daarah tidak
memberikan sualu keputusan, keberatan yang diaju—
kan tersebut dianggap dikabulkan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainva, kelebihan pambayaran retribusi sebagaima—
na dimaksued ayat (1) pasal ini, langsung diperhi-—
tungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pangembalian kelebihan pembayaran retribusi seba-
gaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

pasal 25
Fermohonan pengembalian kelebibkhan pembayaran
retribusi diajukan tertulis kepada Kepala Daerah

dangan sskurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;



(2)

(3}

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelsbihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui
pas tercatal.

Bukti penerimaan oleh pejabat atau buti pengiriman
pos tercatat mecrupakan bukti saat parmchonan
diterima oleh Kepala Dasrah.

Fasal 26

Pengembalian kelebihan relribusi dilakukan dengan
menerbitkan surabt perintah membayar kelebihan
rebribusi.

Apabila kalebihan pembayaran retribusi diperhi-
tungkan dengan wtang retribusi lainnya sebagai-
mana dimaksud avat (4) Pasal 24 Paraturan DRaesrah
ini, pambayaran dilakukan dengan cara memindahbu-
kukan dan bukti pemindahbukuvan juga berlaku saba-
gai buktbi pembayararn.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERTINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUST

Pasal 27

Kepala ODaerah dapat membscrikan pengurangan, ke-—
ringanan dan pembebasan retribusi.

Pembarian pepgurangan, keringanan dan pembgbasan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pambabasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BARB MWIT
KADALUARSA PENAGIHAN
Fasal 28

Hak untuk melakukan panagihan relribusi, kadaluar-
sa ssbelah melalui Jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutang rebribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimalk-
sud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
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BAB WVILIL
KETENTUAH PIDANA
Pasal 29

(1) Pslanggaran atas Ketentuan Peraturan paersh ini,
diancam dengan hukuman kurungan s@lama-lamanys &
(enam) bulan atau denda satinggi-tingainya
Rp.5.000.000.— (lima juta rupizah).

(2) Wajib retribusi yang Lidak melaksanakan kewajibnys
sehingga marugikan Daerah diancam pidana kurungan
selama-lamanys & (enam) bulan dan atau denda
setinggi-tinggi 4 (empat) kali jumlah rslribusi
teruland.

L)
()
L

Tindak pidana sebagaimana dimaksud avat (1) dan
ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAR KIX
RPENY IDIKAN
Pasal 30

(1) Selain Penyidik yang bartugas menyidik tindak
pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Paraluran Dasrah ini, dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pagawai Negeri Sipil {PPHS) dili-
ngkungsn Pemerintall Daerah yang pangkatnya dite-
tapkan sesuai dengan peraturan parundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalam melaksanskan Lugas pehyidikan, Panyidik
Pegawai Negari Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini; berwanang :

2. mensrima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemn—
pat kajadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenli seorang tarsangka dan meme-—
riksa Landa pengenal diri tersangka;

d. melakukan psnyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memolret seorangj

f. memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendalangkan seorang ahli yang diparlukan dalam
hubungan dengan pemeriksaan perkars;

h. mengadakan penghentikan penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa Lidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjubtnya
melalui penyidik msmberitahukan hal terssbut
kepada Pepuntut Umum, Lersangka atau keluarga;

i. mengadakan tindakan laip menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUITUP
Pasal Z1
pengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka segala

ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Dasrah
ini, dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 32

(1) Pinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah
Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Dasrah ini.

(

]

) Binas Pendapalan Daerah Kota Palembang merupakan
koordinator pemungutan rebribusi Daerah.

(3) Hal-hal yang belum «iatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dite-
tapkan oleh Kepala Daerah.

Paz=zal A3

Peraturan Daerah ini mulzi berlaku sejak Langgal
diundanghkan.

figar sSupaya satiap orang dapat mengetahuinya,
memarintahkan pengundangan Peraturan daerah ini
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kota Palem-
bang -

Ditetapkan di Palambang
pada tanggal 3 April 2002

“Riundunpkan di Palembang
*uj_ atenggal 3— &~ 2002
ARIS DAERAH KOTA FALEMBANDG

SEKRETARIAT

OAERAH KOT _*'

\ 7%/ Hajjah Mari -
\is‘ e fmmmunimau;ulsmmnmm 002, HOMOR ‘2.2.,



